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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pajak  

 2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak menurut UU No.28 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan 

tidak mendapataan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Menurut Soemitro dalam Waluyo (2017), menyatakan bahwa 

pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, 

yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Menurut Waluyo (2017), terdapat ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak yaitu: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 
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2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi (jasa timbal balik) individu oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu 

mengatur.  

 2.1.2 Fungsi Pajak  

Menurut Waluyo (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi pajak 

penerimaan (budgeter) dan fungsi pajak mengatur (regular), berikut 

ini penjelasan fungsi pajak yaitu:  

1. Fungsi penerimaan (budgeter) 

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah 

dimaksukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri.  

2. Fungsi mengatur (regular) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Menurut Resmi (2017), contoh 

penerapan pajak pada fungsi mengatur (regular) sebagai berikut: 
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a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada 

saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. 

Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi 

sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan 

pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk 

mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan 

agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan 

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan. 

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para 

pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar 

dunia sehingga memperbesar devisa negara. 

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil 

industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri 

baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan 

produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu 

lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan). 

e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan 

batasan peredaran usaha tertentu 

f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik 

investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. 
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 2.1.3  Jenis Pajak  

Menurut Resmi (2017), terdapat beberapa jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut sifat, 

golongan, dan pemungutannya. Berikut ini penjelasan jenis pajak yaitu: 

1. Menurut sifat 

Jenis pajak menurut sifat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu,  

a. Pajak subjektif 

pajak yang pungutannya atau pengenaannya berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari berdasarkan objektifnya, 

dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya 

pajak penghasilan.  Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut 

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, 

banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi 

wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menetukan 

besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

b. Pajak objektif  

pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperlihatkan 

keadaan dari wajib pajaknya. Contohnya seperti Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
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2. Menurut golongan  

Jenis pajak menurut golongan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Pajak Langsung, pajak yang pembenanannya tidak dapat    

dibebankan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 

langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: 

pajak penghasilan.  

2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pembebanannya dapat    

dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan 

Nilai.  

3. Menurut pemungutannya 

Jenis pajak menurut pemungutannya dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu: 

1. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

Bea Materai. 

2. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: 

Pajak reklame, Pajak hiburan, Bea Perolehan Ha katas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

perkotaan dan perdesaan (PBB P2).  
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.  

 2.1.4 Pemungutan Pajak  

Menurut Waluyo (2017), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1. Sistem Official Assesment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah fiskus untuk dapat menetukan 

besarnya pajak terutang. 

2. Sistem Witholding 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.   

3. Sistem self assessment  

Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah 

pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

menggunakan sistem ini wajib pajak dianggap mampu menghitung 

pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, 

mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti 
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pentingnya membayar pajak. Oleh karean itu, wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk: 

a.  Menghitung sendiri pajak yang terutang 

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang  

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

d. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.  

2.1.5 Subjek Pajak  

Menurut Resmi (2017), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang 

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran 

untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak 

penghasilan apabila menerima atau memperoleh sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU 

Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Subjek pajak orang pribadi  

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau diluar Indonesia. 

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek 

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 

Penunjukkan warisan yang terbagi sebagai subjek pajak pengganti 
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dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari 

warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.  

3. Subjek pajak badan  

Badan usaha milik Negara maupun badan usaha milik daerah merupakan 

subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap 

unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga badan dan 

sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh 

penghasilan merupakan subjek pajak. 

4. Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua 

belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat 

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 

a. Tempat kedudukan manajemen  

b. Cabang perusahaan  

c. Kantor perwakilan ‘ 

d. Gedung kantor  

e. Pabrik 

f. Bengkel dan gudang  
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g. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada 

subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Setiap 

orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kewajiban pajak 

subjektif. Sedangkan untuk orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia 

kewajiban pajak subjektifnya ada jika mempunyai hubungan ekonomi dengan 

Indonesia. Berikut ini penjelasan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak 

subjektif untuk setiap subjek pajak: 

Jenis subjek pajak Kewajiban pajak subjektif 

dimulai 

Kewajiban pajak subjektif 

berakhir 

Dalam negeri – 

orang pribadi  

1. Saat dilahirkan  

2. Saat berada di 

Indonesia atau berniat 

bertempat tinggal di 

Indonesia  

1. Saat meninggal  

2. Saat meninggalkan 

Indonesia untuk 

selama-lamanya  

Dalam negeri – 

badan  

Saat didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia  

Saat dibubarkan atau tidak 

lagi bertempat kedudukan di 

Indonesia  

Luar negeri melalui 

BUT  

Saat menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui 

Saat tidak lagi menjalankan 

usaha atau melakukan 
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BUT di Indonesia  kegiatan melalui BUT di 

Indonesia  

Luar negeri tidak 

melalui BUT  

Saat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari 

Indonesia  

Saat tidak lagi menerima 

atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia  

Warisan belum 

terbagi 

Saat timbul warisan yang 

belum terbagi  

Saat warisan selesai 

dibagikan  

 

2.1.6 Objek pajak  

Menurut Resmi (2017), objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, 

kegiatan, atau keberadaan) yang dikenakan pajak. Yang menjadi objek pajak 

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008, 

penghasilan yang termaksud objek pajak adalah: 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termaksud gaji, upah, tunjangan, hononarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya. 
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2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan  

3. Laba usaha  

4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset termaksuk 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6. Bunga termaksud premium, diskonto, dan imbalan Karena jaminan 

pengembalian utang  

7. Dividen, dengan nama dan bentuk apa pun, termaksud dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi.  

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset  

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala  

11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing  

12. Premi asuransi  

13. Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas  

14. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

15. Penghasilan dari usaha berbasis syariah  

16. Surplus bank Indonesia  
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2.1.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 Menurut Resmi (2017), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan suatu 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan 

satu NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipergunakan untuk menjaga 

ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi 

perpajakan. terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP terdiri atas 15 

digit  yang meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, dan 6 digit 

berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan (Resmi, 2017).  

   Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku wajib 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tempat pendaftaran NPWP 

adalah: 

          1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 

Pajak. 

          2. Bagi Wajib Pajak Badan, adalah tempat kedudukan atau kegiatan usaha 

wajib pajak (Resmi, 2017).  
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2.18 Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas  

 Menurut UU Nomor 28 tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi 

adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan 

tidak kena pajak. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 

orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk 

memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. 

Orang pribadi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas adalah pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris dan bidan. 

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007, pasal 28 menjelaskan: 

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib 

menyelenggarakan pembukuan. 

2. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 

pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib 

melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung 

penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan 
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penghasilan netto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan 

memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan 

usaha yang sebenarnya. 

4. Pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan 

disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan 

oleh Menteri Keuangan. 

5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel 

akrual atau stelsel kas. 

6. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari atas catatan mengenai harta, 

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian 

sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 

7. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain 

rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin 

Menteri Keuangan. 

8. Pencatatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) terdiri atas data 

yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan 

bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah 

pajak yang terutang, termaksud penghasilan yang bukan objek pajak 

dan/atau yang dikenai pajak bersifat final. 
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9. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan dan dokumen lain termaksud hasil pengelohan data dari 

pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi 

online wajib disimpan selam 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu 

ditempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di 

tempat kedudukan wajib pajak badan.  

Menurut PER – 17/PJ/2015 norma penghitungan penghasilan neto Pasal 1 dan 

Pasal 4 Menteri Keuangan menetapkan: 

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas yang peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun sebesar                         

Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) atau lebih 

wajib menyelenggarakan pembukuan. 

2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatau usaha atau pekerjaan 

bebas yang peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun kurang dari                   

Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib 

menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan 

memilih menyelenggarakan pembukuan.  

3. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan 

menurut wilayah sebagai berikut:  
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a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, 

Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan 

Pontianak;  

b. ibukota propinsi lainnya;  

c. daerah lainnya. 

Menurut Ilyas dan Suhartono (2013), perhitungan penghasilan kena pajak 

untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas sebagai berikut: 

1. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas 

yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau memilih 

menyelenggarakan pembukuan adalah jumlah penghasilan netto dikurangi 

dengan kompensasi kerugian fiskal dan penghasilan tidak kena pajak 

(PTKP). Untuk jumlah penghasilan netto adalah jumlah penghasilan bruto 

non final dikurangi dengan biaya fiskal (biaya mendapat, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang terkait dengan penghasilan non final). 

2. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas 

yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan memilih tidak 

menyelenggarakan pembukuan adalah jumlah penghasilan netto dikurangi 

dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jumlah penghasilan netto 

adalah jumlah penghasilan bruto non final dikalikan tarif norma 

perhitungan.  
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2.2  Pajak Penghasilan  

  Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam suatu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan adalah pajak 

penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pengahasilan Pasal 

23, Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.  

 Menurut Sutanto (2014), pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain 

dalam bentuk apapun yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pemotong PPh 21 adalah wajib 

pajak orang pribadi atau badan termaksud badan usaha tetap yang mempunyai 

kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan.  

   Menurut Resmi (2017), penerima penghasilan yang dipotong PPh 

Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang 

menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan termaksud penerima pensiun. Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri 

atas: 

1. Pegawai  

2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua. 
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3. Bukan pegawai seperti akuntan, pengacara, dokter, arsitek, konsultan, 

notaris, penyanyi, bintang film dan olahragawan.  

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap 

sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

5. Mantan pegawai  

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Seperti 

peserta perlombaan, peserta rapat, konferensi, sidang, peserta pendidikan 

dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya.  

Menurut Resmi (2017), penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap 

2. Penghasilan yang diterima pensiun secara teratur berupa uang penghasilan 

atau penghasilan sejenisnya 

3. Imbalan kepada bukan pegawai berupa hononarium, komisi, fee, imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan 

4. Penghasilan berupa pesangon, uang pensiun, uang jaminan hari tua  

5. Penghasilan berupa hononarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur 

yang diterima 

6. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus atau imbalan lainnya  

7. Penghasilan dalam bentuk natura.  
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   Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, tarif PPh Pasal 21 yaitu seperti 

tarif Pasal 17 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut: 

Lapisan penghasilan kena pajak Tarif pajak 

Rp. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Diatas Rp. 50.000.000 sampai 

dengan Rp.250.000.00 

15% 

Diatas Rp. 250.000.000 sampai 

dengan Rp. 500.000.000 

25% 

Diatas Rp. 500.000.000 30% 

 

 Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, penghasilan tidak kena pajak 

(PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi per tahun adalah: 

1. Rp. 54.000.000 untuk wajib pajak orang pribadi  

2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah  

3. Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami, yaitu: 

a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu   

pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam 

Undang-Undang PPh Pasal 21, dan  
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b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas 

suami atau anggota keluarga yang lain.  

4. Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan 

sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga 

Untuk dapat mendukung perhitungan PPh Pasal 21 diperlukan SPT orang pribadi 

atas PPh Pasal 21. Menurut Peraturan Direktur Jenderak Pajak Nomor PER-

01/PJ/2016, jenis-jenis SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi 

yaitu SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770SS. SPT tahunan pajak penghasilan wajib 

pajak orang pribadi (SPT 1770) adalah SPT tahunan yang digunakan oleh wajib pajak 

orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu 

lebih pemberi kerja, yang dikenakan pajak penghasilan final dan/atau bersifat final, 

dan/atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. SPT Tahunan pajak penghasilan wajib 

pajak orang pribadi sederhana (1770S) adalah SPT tahunan yang digunakan oleh 

wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau 

pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 setahun. 

SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana (1770SS) 

adalah SPT tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai 

penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto 

tidak lebih dari Rp. 60.000.000 setahun.  
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2.3  Kemauan Membayar Pajak  

Kemauan membayar pajak adalah dorongan dari dalam diri seseorang 

berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu 

kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu (Nurlaela, 2014). Konsep kemauan 

membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep 

kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan 

membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk 

membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh 

barang dan jasa. Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha, tanpa adanya 

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum (Lovihan, 2014). 

 Kemauan membayar pajak (willingness to pay tax), dapat diartikan 

sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan 

dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum 

Negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Rantung dan Adi, 

2009 dalam Munawaroh, Wibisono dan Immanuela, 2014). Kemauan 

membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sitem 

administrasi perpakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan 

hukum perpajakan, dan tarif pajak (Munawaroh, Wibisono dan Immanuela, 

2014).  
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 Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai dimana seseorang rela 

untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan mencari 

informasi mengenai tempat, cara dan waktu, setelah mendapatkan informasi 

tersebut wajib pajak menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

melakukan pembayaran pajak serta mengalokasikan dana untuk melakukan 

pembayaran pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

26/PJ/2014 melakukan pembayaran pajak menggunakan sistem pembayaran 

pajak secara elektronik atau sistem billing, sistem billing adalah metode 

pembayaran elektronik dengan menggunakan kode biliing, kode billing adalah 

kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis 

pembayaran atau setoran yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Menurut 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4 ayat 1, 

wajib pajak dapat memperoleh kode billing dengan cara membuat sendiri 

pada aplikasi billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat 

Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan. Pasal 5, menyatakan 

langkah-langkah membuat billing yaitu: 

1. Wajib pajak membuat sendiri kode billing sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 

1 dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan. 

2. Input data yang dilakukan atas nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan 

NPWP wajib pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib 

pungut. 
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3. Wajib pajak dalam melakukan input data terlebih dahulu melakukan log-in 

dengan memasukkan user ID dan PIN akun pengguna aplikasi billing DJP 

yang telah aktif. 

4. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh user ID dan PIN 

secara online melalui menu daftar baru aplikasi billing DJP dan 

mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi e-mail. 

 Setelah wajib pajak mendapatkan kode billing wajib pajak dapat 

melakukan pembayaran ke bank persepsi. Menurut Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 7, menyatakan cara wajib pajak 

melakukan pembayaran ke bank persepsi yaitu: 

1. Wajib pajak menyerahkan SSP dalam rangkap 4 (empat) yang telah diisi 

lengkap dan ditandatangani kepada teller bank, dengan menyertakan uang 

sejumlah nominal yang disebutkan dalam SSP. 

2. Teller bank persepsi merekam data pembayaran atau setoran pajak untuk 

menerbitkan kode billing. 

3. Teller bank mencetak bukti penerbitkan kode billing dan menyerahkannya 

kepada wajib pajak. 

4. Wajib pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan kode 

billing dengan isian SSP. 
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5. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan kode billing telah 

sesuai dengan isian SSP, wajib pajak menandatagani bukti penerbitan kode 

billing dan menyerahkan kembali kepada teller bank. 

6. Teller bank memproses transaksi pembayaran pajak atas kode billing. 

7. Wajib pajak menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan 

lembar ke-3 yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPN 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta dibubuhi tanda 

tangan/paraf, nama pejabat bank persepsi dan cap bank persepsi sebagai 

bukti bayar atau setor.  

 Setelah melakukan pembayaran ke bank, wajib pajak akan 

mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera di 

dalam bukti penerimaan negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang 

dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, menyatakan SPT 

Tahunan PPh orang pribadi (OP) disetorkan sebelum SPT Tahunan PPh OP 

disampaikan dan dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 

pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pembayaran pajak dapat 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Menurut Ilyas (2015),  wajib 

pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, 

Pengaruh kesadaran membayar..., Astrian Pratama Putri, FB UMN, 2019



40 
 

dokumen yang disiapkan wajib pajak orang pribadi melakukan pembukuan 

yaitu catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan 

pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang dengan demikian 

pembukuan akan diakhiri dengan proses penyusunan laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.  

 Menurut Ilyas (2015), wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan 

adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan 

menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang 

pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dokumen 

yang disiapkan wajib pajak orang pribadi melakukan pencatatan yaitu 

dokumen penghasilan bruto yang diterima yang merupakan objek pajak yang 

tidak dikenai pajak bersifat final, penghasilan yang bukan objek pajak 

dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, dan pencatatan 

atas harta dan kewajban yang dimiliki. Faktor yang dipengaruhi oleh kemauan 

membayar pajak adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan. Apabila kemauan 

wajib pajak dalam pembayaran pajak tinggi wajib pajak akan melakukan 

pembayaran pajak maka penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 akan semakin 

meningkat. Mengingat kemauan membayar pajak merupakan hal yang penting 
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dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.  

 

2.4 Kesadaran Membayar Pajak  

 Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral 

 yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang 

 pembangunan Negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang 

 telah ditetapkan oleh Negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak 

 (Lovihan,2014). Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui 

 pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak 

 positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik 

 wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan 

 dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat 

 kesadaran mereka dalam membayar pajak (Lovihan, 2014). 

  Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas 

 dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Terdapat tiga 

 bentuk kesadaran utama terkait dengan pembayaran pajak yaitu, pertama, 

 kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

 pembangunan Negara dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar 

 pajak karena merasa tidak dirugikan dari pungutan pajak yang dilakukan. 

 Kedua, kesadaraan bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan 
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 beban pajak sangat merugikan Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak 

 ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, wajib pajak akan 

 membayar karena pembayaran di dasari oleh landasan hukum yang kuat dan 

 merupakan kewajiban yang mutlak setiap warga Negara (Nurlaela,2014).  

  Menurut Muliari dan Setiawan (2011) dalam Anggraeni (2017), wajib 

 pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut: 

 a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 

 b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara  

 c. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara  

 d. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sendiri atau self    

     assessment  

 e. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar 

Kesadaran membayar pajak adalah dorongan wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan 

sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan 

menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. 

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar yang dapat digunakan 

sebagai pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan bandara, 

pembangunan pelabuhan laut, pembangunan jalur kereta api, dan 

pembangunan terminal bus (www.kemenkeu.go.id). Kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak yang ditujukkan dengan harapan wajib pajak memiliki 

dorongan untuk dapat menghitung, membayar serta melaporkan pajak sendiri 
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yang pada akhirnya diharapkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat 

meningkatkan pembangunan negara, oleh karena itu wajib pajak menyiapkan 

dokumen serta mencari informasi mengenai tempat, cara, dan waktu 

pembayaran, sehingga kemauan membayar pajak akan semakin meningkat.  

  Penelitian ini dilakukan oleh Samrotun, Kustiyah (2015) memperoleh 

 hasil berpengaruh secara signifikan kesadaran membayar pajak terhadap 

 kemauan membayar pajak dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Permadi, 

 Nasir dan Anisma (2013) memperoleh hasil berpengaruh secara signifikan 

 kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. Dengan 

 demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

           Ha1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan 

membayar pajak. 

 

2.5        Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan  

 Pengetahuan pajak dalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Pemahaman wajib pajak terhadap 

aturan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang 

telah ada, wajib pajak yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka 

cenderung akan menjadi tidak taat dalam melakukan pajaknya (Munawaroh, 

Wibisono, dan Immanuela, 2014).   
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  Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah 

wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku 

dengan sosialisasi dan training yang diadakan oleh KPP, pajak yang 

dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan netto dikurangi PTKP 

dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku jika terdapat wajib pajak yang 

tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. Menurut 

Resmi (2017), tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP yaitu 

wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara 

langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor 

penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) setempat dengan 

melampirkan ketentuan sebagai berikut: 

 1. Untuk wajib pajak orang pribadi Nonusahawan  

 Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi pasfor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

lurah atau kepala desa bagi orang asing.  

 2. Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan  

 a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

 surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

 lurah atau kepala desa bagi orang asing.  

 b. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 

 instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa.  

Pengaruh kesadaran membayar..., Astrian Pratama Putri, FB UMN, 2019



45 
 

  Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 KUP, menyatakan 

sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 

pidana berlaku apabila wajib pajak telat dalam menyetorkan pajak. Untuk 

sanksi administrasi terdiri dari sanksi denda, bunga dan sanksi kenaikan. 

Sanksi bunga berlaku jika lupa membayar pajak, dalam pasal 2a menyatakan 

wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo akan dikenakan denda 

sebesar 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal 

pembayaran.  

  Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, 

menyatakan besarnya tarif PTKP yang ditetapkan adalah: 

 1. Besarnya PTKP wajib pajak orang pribadi sejumlah Rp. 54.000.000 

 2. Tambahan bagi wajib pajak yang sudah menikah sebesar Rp. 4.500.000 

3. PTKP istri yang bendapatannya digabungkan dengan suami sebesar 

Rp.54.000.000 

4. Tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam 

satu garis keturunan dan semenda sejumlah Rp. 4.500.000 

   Untuk keluarga sedarah yang dimaksud adalah orang tua 

kandung dan anak, sementara saudara kandung termaksud kategori 

sedarah dalam satu garis keturunan. Untuk keluarga semenda terdiri dari 

mertua, anak tiri dan ipar.  Menurut UU Nomor 36 tahun 2008, tarif PPh 

Pasal 21 yaitu seperti tarif Pasal 17 ayat 1 dengan ketentuan sebagai 
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berikut: 5% yaitu Rp. 0 sampai dengan   Rp. 50.000.000, 15% yaitu diatas 

Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000, 25% yaitu diatas          

Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan 30% yaitu diatas 

Rp. 500.000.000. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi yang 

dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib 

pajak menyiapkan dokumen dan mencari informasi mengenai tempat, 

cara, dan waktu pembayaran serta mengalokasikan dana untuk melakukan 

pembayaran pajak sehingga pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan akan semakin meningkat.  

Penelitian ini dilakukan oleh Samrotun, Kustiyah (2015) memperoleh 

hasil berpengaruh secara signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan 

pada uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tentang peraturan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kemauan wajib 

pajak dalam membayar pajak dan dalam penelitian Permadi, Nasir dan 

Anisma (2013) memperoleh hasil berpengaruh secara signifikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap 

kemauan membayar pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 
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Ha2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan 

berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 

 

2.5 Kualitas Layanan 

Menurut Lovihan (2014), kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat 

memberikan kepuasaan kepada pelanggan dan tetap dalam batas 

memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta 

harus dilakukan secara terus menerus. Menurut Supadmi (2009) dalam 

Munawaroh, Wibisono, dan Immanuela, (2014) untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas harus memberikan 4k yaitu keamanan, 

kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum. Menurut Fauziati (2015), 

pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar 

pelayanan yang dapat dipertaggungjawabkan serta harus dilaksanakan 

secara terus menurus.  

 Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat peduli, memahami dan 

responsive terhadap kebutuhan wajib pajak dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh fiskus harus dapat dipercaya dan menyakinkan serta didukung oleh 

sarana dan prasarana yang tersedia di KPP. Menurut Zeithalm, Bitner 

Grenler dalam (Miratusholihah, Kumadji dan Ismono, 2014), menyatakan 

lima dimensi kualitas layanan adalah: 
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 1.  Keandalan (realibility), berupa kemampuan untuk melaksanakan 

layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. 

2. Kepastian atau jaminan (assurance), yaitu pengtahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

3. Responsif (responsiveness), adalah kemauan untuk membantu wajib 

pajak dan memberikan pelayanan denga cepat. 

4. Empati (empaty), berupa kepedulian atau perhatian yang diberikan oleh 

fiskus kepada wajib pajak.  

5. Berujud atau bukti fisik (tangible), berupa penampilan fisik, peralatan, 

personil dan media komunikasi. 

Sarana dan prasarana yang tersedia di KPP Pratama Tigaraksa adalah 

ruang bermain anak, perpustakaan mini, fasilitas bagi penyandang 

disabilitas, tersedia dispenser dan fasilitas charge handphone. Aparat pajak 

dalam melaksanakan pelayanan akan semakin tepat waktu dan handal 

sehingga wajib pajak memiliki kepercayaan dan keyakinan tentang 

pengetahuan yang dimiliki aparat pajak, oleh karena itu wajib pajak akan 

menyiapkan dokumen serta mengalokasikan dana untuk melakukan 

pembayaran pajak sehingga kualita layanan akan semakin meningkat. 

Penelitian ini dilakukan oleh Samrotun, Kustiyah (2015) memperoleh 

hasil berpengaruh secara signifikan kualitas layanan terhadap kemauan 

membayar pajak dan dalam penelitian Lovihan (2014) memperoleh hasil 
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berpengaruh tidak secara signifikan kualitas layanan terhadap kemauan 

membayar pajak. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dikatakan bahwa 

kualitas layanan dapat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam 

membayar pajak. Dengan demikian dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha3: Kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar 

pajak.  

 

2.8 Hasil Penelitian Sebelumnya  

 Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lovihan (2014), yang menyatakan 

 bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan 

 membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

 Samrotun dan Kustiyah (2015), yang menyatakan bahwa kesadaran membayar 

 pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.   

 

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lovihan (2014), yang 

 menyatakan  bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan 

 berpengaruh  signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. 

 Penelitian ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samrotun dan 

 kustiyah (2015), yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

 tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar 

 pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah, Nurlaela, dan 
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 Wijiyanti (2016) ,menyatakan kualitas layanan berpengaruh secara positif dan 

 signifikansi terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.      

2.9 Model Penelitian  

 Berikut ini gambaran model dalam penelitian yaitu:  

Kesadaran 

Membayar Pajak 

(KE) 

Pengetahuan dan 

pemahaman 

peraturan 

perpajakan (PP) 

Kualitas layanan 

(KU)  

Kemauan Membayar 

Pajak Orang Pribadi 

(KM) 
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